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PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR {3 TAHUN 2018

TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBE]I,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi
dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

; Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan N egara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S679);

Unde'mlg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adm1n1§trasi Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik In :
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lemba::an Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_2
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun. 2005
tentang Standar Akuntansi .Pemerlntahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 20Q5
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13.6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
€ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

15.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165

Tambahan Lembaran Ne ] _
Nomor 4593); gara Republik Indonesia

21. Peraturan Pemerintah N
omor 8 Tahun 2006 te
PIZzlapo_ran Keuangan dan Kinerja In?ttang'
merintah (Lembaran Negara Republik Indonacl:rsl'Sl
ia

Tahun 2006 Nomor 25, T
: , Tambah
Republik Indonesia Nomor 461;13;1-1 T s
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23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 701);

erah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
gelolaan Keuangan
Tahun

Peraturan Da
2009 tentang Pokok-pokok Pen
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun

Menetapkan

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah

sebagai berikut :
1. Pendapatan :

a. pendapatan asli daerah

Rp. 1.524.642.944.190,00

b. dana perimbangan
- ] Rp. 2.
¢. lain-lain pendapatan yang sah Rg. gg?ggégggégg,gg
Jumlah Pendapatan Rp. 4.517.553.135.365.00
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2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) belanja pegawai Rp. 1.382.024.788.135,00

2) belanja bunga Rp. -
3) belanja subsidi Rp. 500.000.000,00
4) belanja hibah Rp. 504.255.800.000,00
5) belanja bantuan sosial Rp. 563.200.500,00
6) belanja bagi hasil Rp. 615.533.259.743,00
7) belanja bantuan keuangan Rp. 164.066.500.000,00
8) belanja tak terduga Rp. 19.500.000.000,00

9) belanja bantuan kepada
Partai Politik Rp. 2.060.894.400,00
Rp. 2.688.504.442.778,00
b. Belanja Langsung

1) belanja pegawai Rp. 191.724.211.827,00
2) belanja barang dan jasa Rp. 994.010.242.104,77

3) belanja modal

JumlahBelanja
Defisit

3. Pembiayaan :
a. penerimaan

b. pengeluaran

Jumlah pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan

Rp. 939.168.112.256,00

Rp.2.124.902.566.187,77
Rp.4.813.407.008.965,77

Rp.( 295.853.873.600,77)

310.853.873.600,77
15.000.000.000,00

295.853.873.600,77

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun 2019 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 terc
bagian tidak terpisahkan dari

1. Lampiran |

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

antum dalam Lampiran yang merupakan
Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

Ringkasan APBD Berdasarkan
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan ;
Penjabaran APBD g

Rincian Obyek

Daftar Nama Penerima
Bantuan Hibah Yang Di,t

Daftar Nama Penerim
Keuangan bersifat Kh

Alamat dan Besaran Alokasi
erima.

a dan Besaran Alokasi Bantuan
usus yang Diterima.

Scanned by CamScanner



-6 -

Pasal 3
Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Bité;afkan di Jambi

: a\hgg%l 2% DESEMBER 2018
!
JAMBI,

A

Diundangkan di Jambi
i nggal 23 DESEMBER- 20(8
.._"éEKRQFRIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
, o, y -’ \\

-f'a" \
2\

7% |+
LE D | a3t

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR ¢3
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